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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin

sebagai berikut:

f a 2 D wa s d d:. k
o b R4 Lo d: o1

] t J: R Lz a: m
< $ Ji 7 £ ¢ g: n
d J o S g: g 3w
' h i Sy . F a7 h
¢ Kh Ul s d: q gLy

B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (fasydid) ditulis rangkap

Contoh :
4 1ia = mugaddimah
555l A% = al-madinah al-munawwarah
C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah _ ditulis a contohl#
kasrah — ditulis i contoh a3
dammah ’ ditulis u contoh &iX

2. Vokal Rangkap

€619

Vocal Rangkap (~ (fathah dan ya) ditulis “ai
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Contoh : &3 = zainab il = kaifa
Vocal Rangkap 3= (fathah dan waw) ditulis “au”
Contoh : J%» = haula J8 = gaula

D. Vokal Panjang (maddah)

L dan = (fathah) ditulis 2 contoh: L& = gama
o (kasrah) ditulis 1 contoh: A3 = rahim
— (dammah) - ditulis 4 contoh: a3 =‘uliim

E. Ta Marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh.: 4 Jall 4k =Makkah al-Mukarramah
Apadli Y g N = al-Syari’ah al-Islamiyyah
Ta marbiitah yang hidup, transliterasinya /t/
Aa Sy i A = al-hukiimatul- islamiyyah
B 3l EEA | = al-sunnatul-mutawatirah
F. Hamzah.

Huruf Hamzah ( #) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh
tanda apostrof (*)

Contoh : =) =iman, bukan ‘Tman
PP -4 . — ‘. — ‘
44 ) alad) =itthad, al-ummah, bukan ‘itthad al- ‘ummah

G. Lafzuw’ Jalalah

Lafzu’ Jalalah (kata 49 ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzah.

Contoh : 4 )& ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah
a5 ditulis: Jarullah.
H. Kata Sandang “al-*.
1. Kata sandang “al-* tetap ditulis “al-*, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf gamariah maupun syamsiah.

contoh: MR RXYPRY = al-amakin al-muqaddasah
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R A g = al-siyasah al-syar’iyyah
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: $203 i = al-Mawardt
AN = al-Azhar
3 gaial) = al-Mansiirah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis dengan
huruf kapital.
Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karim

Singkatan
Saw. = gallallahu ‘alaihi wa sallam
swt = subhanahu wa ta’ala
ra. = radiyallahu ‘anhu
QS. = al-Qur’an Surat
Uu = Undang-Undang
M. = Masehi
H. = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. =tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun

h. = halaman
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ABSTRAK

Nama : Al amin Laode Manika
NIM/NIMKO :  181011237/85810418237
Judul Skripsi :  Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
Kampanye untuk Jabatan Politik yang ditinjau dari Fikih Siyasah dan Hukum
Positif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimanakah
mekanisme kampanye. Kedua, bagaimanakah pandangan fikih siyasah tentang
kampanye untuk jabatan politik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research),
yang berfokus pada studi naskah dan teks. Berdasarkan rumusan masalah dan
tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder
yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, fatwa ulama, buku-buku, kitab-kitab ulama,
jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, internet, serta sumber-sumber lainnya baik
tercetak maupun dari elektronik lainnya.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut:. Pertama, dalam
mekanisme pelaksanaan kampanye agar berhasil, perlu dilakukan beberapa langkah
diantaranya-menemukan dan menetapkan masalah, kemudian menetapkan tujuan
yang ingin dicapai, dan yang terakhir yaitu menetapkan strategi. Kedua, menurut
fikih siyasah meminta jabatan atau istilah zaman sekarang kampanye hukumnya
tidak boleh secara umum, namun-hukumnya menjadi boleh jika berada dalam
keadaan darurat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yusuf as.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum tersebut
setiap perbuatan harus dipertangungjawabkan sesuai dengan tindakan ataupun
perbuatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dalam rangka
untuk mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan.. Dengan demikian, suatu
konsekuensi bagi setiap perbuatan, baik yang dilakukan oleh pejabat negara
maupun rakyatnya harus tunduk berdasarkan hukum yang berlaku. Padanya yaitu
adanya pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemetintah, pihak yang satu
mempengaruhi, pithak yang lain menentang.

Kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan tersebut menjadi bagian
dari kehidupan politik. Karena politik selalu berkaitan dengan negara, baik struktur
pemerintahan langsung dengan rakyat  maupun masyarakat, dan sampai
menentukan ‘hukum yang berlaku, baik untuk pemerintah (secara kelompok)
maupun perseorangan (individual).'

Ilmu politik dipandang sebagai salah satu cabang ilmu sosia yang memiliki
dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas dan merupakan ilmu sosial tertua
di dunia, yang perkembangannya banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Pada
akhir abad ke-19, ilmu politik berkembang pesat berdampingan dengan cabang-
cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikolog
ilmu politik terus mengalami perkembangan, seiring dengan dinamika
perkembangan masyarakat politik (polity) yang menjadi kajiannya. Perkembangan
itu terlihat dari beragamnya pendekatan untuk memahami dan menjelaskan

fenomena politik, mulai pendekatan kelembagaan,Pendekatan perilaku, pendekatan

"Muslim Mufti, Teori-Teori Politik (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 9.
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kelembagaan baru, pendekatan post-kelembagaan, dan pendekatan lainnya.
Perkembangan ilmu politik juga terlihat dari berbagai teori, yang lahir dari studi-
studi empiris mengenai fenomena politik, baik dari hasil studi kasus maupun hasil
perbandingan mengenai fenomena serupa di sejumlah negara atau wilayah.
Perkembangan ini tidak lepas dari semakin kompleksnya fenomena politik di
berbagai negara, baik pada level suatu negara, kelompok maupun individu.?

Sementara itu, muncul suatu pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan
rakyat yang berpartisipasi dalam proses politik? Secara umum, tampaknya terdapat
konsensus bahwa warga negara yang telah dewasa berhak berpartisipasi dalam
proses politik. Namun, definisi tentang dewasa yang diberikan oleh berbagai negara
berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, warga negara yang dianggap sudah dewasa
untuk melakukan partisipasi politik adalah yang telah berumur 17 tahun atau yang
sudah menikah.?

Dalam dunia = perpolitikan-  ‘selalu  berhubungan (dengan kegiatan
berkampanye. Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang
terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar Kkhalayak yang
dilakukan oleh sescorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu
proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun
waktu tertentu. Orang sering menyamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini
tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan
komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi
khalayak.* Proses berkampanye tersebut diharapkan dapat menjadi suatu

pembelajaran politik bagi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan yang

2Wahyu Widodo, dkk., Politik Hukum (Semarang: Universitas PGRI, 2016), h. 1.
SRamlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Cet. I; Indonesia: Grasindo, t.th.), h.100.

*Antar Venus, Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan
kampanye komunikasi (Jakarta; Simbiosa Rekatama Media, 2018), h. 5.



dilakukan perseorangan atau kelompok dengan maksud menanamkan kepercayaan
tersebut kepada orang lain agar dapat ikut serta dalam proses pemilihan untuk suatu
jabatan politik. Usaha dalam kampanye melibatkan perseorangan dan kelompok
yang terstruktur serta terorganisir -seperti partai politik, untuk mendapatkan
pencapaian suatu pengambilan keputusan yang diinginkan. Karena kampanye
layaknya sudah seperti sebuah doktrin yang memiliki tujuan dalam mendapatkan
sebuah bentuk dukungan.

Dalam proses berkampanye juga adalah sebagai strategi untuk meninjau
sekaligus mengambil perhatian dan hati masyarakat yang menjadi suara pemilih,
namun seringkalipula di berbagai kesempatan terjadi pelanggaran akibat hilangnya
potensi jujur dan adil dalam proses berkampanye. Maka dalam proses kampanye
terlebih dahulu disosialisasikan oleh komisi pemilihan umum (KPU) terhadap
partai ataupun pasangan calon, tentang poin-poin apa saja yang-perlu diikuti dan
yang yang tidak boleh dilanggar, sehingga dalam proses pelaksanaan kampanye
diharapkan benar-benar menjadi ajang demokrasi yang sehat. Adapun temuan yang
diduga melanggar aturan dalam proses berkampanye, maka diharuskan ditindak
lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kepada partai politik atau
pasangan calon yang melanggar tersebut berupa teguran sampai dengan
pendiskualifikasian.

Dalam negara Indonesia sendiri setiap warga negaranya mempunyai hak
yang sama atau berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan
diri sebagai pemegang jabatan misalnya gubernur dan wakil gubernur, atau calon
bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. Namun
sebelum itu, mereka haruslah memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar
bisa mencalonkan diri ke KPU yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Setelah

mencalonkan diri ke KPU biasanya para kandidat akan menyusun rencana untuk



melakukan kampanye, dan selayaknya bagi para kandidat tersebut untuk
mengetahui serta merealisasikan beberapa tata cara pelaksanaan kampanye yang
baik, dan beberapa hal yang familiar dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam
kampanye, agar diharapkan kampanye yang akan dilakukan dapat berjalan dengan
baik.

Dalam syariat Islam sendiri, terdapat pembolehan meminta dan memberikan
jabatan karena dengan maslahat darurat dan dia merasa mampu untuk mengemban
amanat tersebut, sebagaimana-dalam firman Allah swt. Dalam Q.S Yusuf/12: 55.

e BB 3 o e g

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.’

Imam al-Qurtubi menjelaskan tafsir ayat di atas dalam kitabnya:

JaT 0 0,8 Yz Ly e b giae e Lot el
Artinya:
Ayat “ini juga merupakan dalil bolehnya seseorang” yang mempunyai

kemampuan dalam sebuah bidang urusan untuk meminta jabatan pekerjaan
dalam urusan tersebut.

Kemudian imam al-Qurtubi melanjutkan:
5 Y i Glds p3k T AT Y & Q\wuifm@@@a}ﬁ 5
182 138y, g2 DA T 40 wle SR o U5 O hh ,gipht J) SHAl iy
Vi mbad op A 3G T sl i sLad) 3 \,}buwuﬁuw&y}m
Artinya:

Adapun alasan yusuf as. meminta jabatan tersebut adalah karena beliau

mengetahui tidak ada seorangpun yang mampu memangku jabatan tersebut,
baik dari segi keahlian maupun sifat adil dan amanah untuk menunaikan

SKementrian Agama R.1., 41-Qur ‘an Dan Terjemahnya, h. 243.

6Abi ‘abdillah Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi, Jami 'ul ahkamil qur’an Juz
11 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 385.



hak-hak para fakir miskin pada saat itu. Ketika itu Yusuf as. memandang
wajib mutlak baginya untuk memangku jabatan tersebut. Seperti itu pula
hukum yang berlaku di zaman kita kini. Jika ada seseorang yang
berkeyakinan melihat dirinya mempunyai kemampuan handal untuk
memangku sebuah jabatan, sementara pada saat yang sama dia memandang
tidak ada sosok yang layak untuk memangku urusan tersebut, (dan memang
diminta serta bertanggungjawab untuk memangku jabatan tersebut dan dia
mampu untuk menjabarkan serta menunjukan pengetahuannya sebagaimana
yang dinyatakan yusuf as.) maka ia boleh meminta jabatan tersebut.

Adapun jika ia mengetahui ada orang lain yang memiliki kemampuan lebih
dari dirinya, maka ia lebih baik tidak meminta jabatan tersebut, berdasarkan sabda

rasulullah saw. kepada ‘Abdurrabman dalam hadis:

& g ki Ol sy s ppgal Bne i auy Jli Y LA de
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Artinya:
Wahai. ‘Abdurrahman’ janganlah engkau meminta jabatan, karena
sesunigguhnya jika engkau diberi jabatan dengan jalan memintanya maka
engkau dibuat susah dengannya, dan jika engkau diberi tanpa memintanya
maka  engkau akan ditolong untuk melaksanakannya. Jika engkau

melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat yang lain lebih baik maka
tebuslah sumpahmu dan lakukan yang lebih baik itu.

Kemudian pada ayat lain yang juga menjelaskan tentang
kebolehan memberikan jabatan atau amanah kepada orang yang mampu
atau  yang  berhak memikul - suatu  amanah tersebut berdasarkan
kemampuan dan integritasnya, sebagaimana dalam firman Allah swt.
dalam Q.S al-Nisa/4: 58.

& Yy 158E B 0 G 2K 1505 8 el ) B 8 T b By
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7Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Sahih al-Bukhart
(Cet. I; Beirut, Dar Ibnu Katsir, t.th.), h. 1766.



Terjemahnya :
Sesungguhnya  Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.®

Dalam  kitab jami’ul = ahkamil © qur’an, imam  al-Qurtubi

menjelaskan tafsir ayat ini yaitu:

Chekiall Y3 Sl Ws 1 (3 5 S8 o 885 W 5 e ol o e JU

S5t ops g w2l By s B 30 alal 5l 5 el AL ) Al

Artinya:
‘Ali_bin abi tolib, Zaid bin aslam, Syahr bin Hausyab dan Ibnu Zaid
berkata, . “Ayat ini  ditujukan secara khusus bagi pemimpin-
pemimpin kaum muslimin”, yaitu Nabi saw. dan para pemimpin-
pemimpin lalu orang-orang setelah itu. Lalu Ibnu Juraij dan lainnya
berkata, “Ayat ini secara khusus ditujukan untuk<Nabi- saw. perihal
kuncika’bah.

Maka  berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
menelitinya © ~dalam  bentuk  skripsi — yang  dituangkan = dalam  judul

“Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ~ uraian latar < belakang — masalah, = maka  pokok
pembahasan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah mekanisme kampanye untuk jabatan politik?
2. Bagaimanakah pandangan Fikih Siyasah tentang kampanye untuk

jabatan politik?

8Kementrian Agama R.1., 4I-Qur 'an Dan Terjemahnya, h. 87.

°Abi ‘abdillah Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi, Jami ‘ul ahkamil qur’an, Juz
6 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 423.



C. Pengertian Judul
Untuk  menghindari  kekeliruan  dan  kesalahpahaman  ketika
membaca pembahasan yang berjudul Kampanye untuk Jabatan Politik
Menurut Fikih Siyasah maka terlebih dahulu diberikan pengertian dan
penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan
dengan judul tersebut.
1. Politik
Politik berasal dari -kata polis (bahasa yunani) yang artinya negara
kota. Saat manusia “mencoba untuk menentukan. posisinya - dalam
masyarakat, ' ia . berusaha meraih kesejahteraan pribadi. melalui sumber
daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain-agar menerima
pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang disecbut sebagai
politik, '
2. Kampanye
Kampanye adalah kegiatan yang dilaksankan @ oleh organisasi
politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam
parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam
suatu pemungutan suara.'!
3. Jabatan
Jabatan yaitu penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian
seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung

jawabnya. '?

""Muslim Mufti, Teori-Teori Politik (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 17.

“Kampanye”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,

https://kbbi.web.id/kampanye.html_ (26 November 2021)

12«Jabatan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/jabatan.html_(25
November 2021)


https://kbbi.web.id/kampanye.html
https://kbbi.web.id/jabatan.html

4. Fikih

3

Fikih secara bahasa adalah pemahaman."* Sedangkan secara

istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan

cara ijtihad.'*
S. Siyasah

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus,
memerintah atau pemerintahan. Secara . bahasa bahwa tujuan siyasah
adalah mengatur, “mengurus, dan membuat ~kebijaksanaan pada sesuatu

yang bersifat politis.'®

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini  dari pengamatan penyusun, setelah< berbagai macam
pencarian - yang - dilakukan, terdapat beberapa rujukan yang berkaitan atau
memiliki ~kemiripan dengan judul ini, sehingga dapat dijadikan sebagai
referensi, yang terdiri dari penelitian lapangan (field research) dan kajian
pustaka (library research) baik yang dalam bentuk buku, majalah maupun

skripsi.

1. Referensi Penelitian

BJumhiiriyyah Misr al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasit (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-
Syurtiq al-Datlah, 1425 H/2004 M), h. 697.

14¢ Abd al-Malik ibn ‘Abdullah al-Juwaini, Syarah al-Waragat (Cet. I; Kairo: Dar ibn Umar,
1434 H/2013 M), h. 15.

Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenamedia Groub, 2014), h. 3.



Setelah melakukan pencarian peneliti menemukan buku-buku
yang mengulas dan membahas terkait permasalahan judul yang sedang
kami teliti, diantaraya:

a. Kitab al-Ahkam al-Sultoniyyah, yang merupakan karya dari ‘Ali bin
muhammad bin habib al-Mawardi (w. 450 H.). Dalam buku ini penulis
membahas tentang hukum-hukum pada sistem pemerintahan sehingga
buku ini dapat dijadikan referensi dalam proses penelitian ini.

b. Kitab Jami’'ul ahkamil qur’an yang merupakan karya dari Abi ‘abdillah
Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi (w: 671 H.). Dalam kitab ini
terdapat pembahasan tentang fikih kampanye yang merupakan kisah dari Nabi
Yusuf as. Sehingga dilihat kitab ini dapat dijadikan referensi dalam proses
penulisan skripsi ini.

c. Kitab Sohih al-Bukhari yang merupakan karya dari Al-imam Abu ‘Abdillah
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Dalam kitab ini terdapat dalil-
dalil yang membahas tentang fikih meminta jabatan atau kampanye, sehingga
dipandang bahwa kitab ini1 bisa dijadikan referensi dalam proses penulisan
skripsi ini.

d. Syarah Riyadu al-solihin. Yang ditulis oleh syaikh Muhammad bin Solih Al-
Utsaimin (w. 1421 H.). dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang meminta
jabatan termasuk di dalamnya larangan meminta jabatan. Beliau menyebutkan
di dalamnya bab-bab kemudian dalil-dalilnya yang diambil dari Al-quran dan
hadis lalu kemudian beliau mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan di
dalam bab tersebut. Sehingga kitab ini dilihat dapat dijadikan referensi dalam
proses penulisan skripsi ini.

e. Buku “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah” yang ditulis oleh Ali

Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. Buku ini membahas tentang refleksi atas
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teori dan praktek hukum tata negara di Indonesia, yang di dalamnya juga terdapat
pembahasan tentang politik sehingga dilihat buku ini dapat dijadikan rujukan
dalam proses penulisan skripsi.

. Buku Komunikasi Politik, buku ini ditulis oleh Umaimah Wahid yang
membahas tentang teori dan konsep kampanye pada era media baru, sehingga
dilihat buku in1 dapat dijadikan referensi dalam proses penulisan skripsi ini.

. Buku Teori-Teori Politik, buku ini ditulis oleh Muslim Mufti. Dalam
buku penulis memaparkan  tentang teori-teori- perpolitikan yang dilihat
mempunyai kesamaan dengan judul yang ‘akan ditulis oleh peneliti
sehingga 'buku ini dapat dijadikan rujukan dalam  proses penulisan
skripsi nanti.

. Buku “Dinamika Politik Kontemporer” yang merupakan karya dari dua
orang hebat yang bernama Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin. Buku ini
secata umum membahas tentang dinamika politik yang terjadi pada
masa ~kini baik secara international maupun lokal = sehingga penulis
melihat buku ini dapat dijadikan rujukan dalam  proses penulisan

skripsi nanti.

2. Penelitan Terdahulu

Terdapat.  beberapa penclitian  terdahulu  yang  memiliki
kesamaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:
. Skripsi  yang ditulis oleh Wido Zuwika Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah dan
Hukum Positif Terhadap Pelaksanaa Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Dalam penelitian ini
memiliki  kesimpulan bahwa terdapat kekurangan-kekurangan atau

pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan kampanye tersebut,
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baik audit dana kampanye sampai etika kampanye seperti kampanye
hitam. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah dalam penelitian terdahulu ini merupakan kajian lapangan yang
membahas secara khusus tentang kampanye pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur pada Provinsi Lampung tahun 2018, adapun penelitian
yang akan dibahas oleh peneliti adalah kajian < pustaka dan bersifat
secara umum, yaitu membahas tentang kampanye yang mencakup
seluruh jabatan politik, ~termasuk di’ dalamnya yaitu jabatan gubernur
dan wakil gubernur.

. Penelitian’ yang ditulis oleh Asri Mutiara Hati® Mahasiswi Universitas
Islam. Negeri Raden Intan Lampung dengan judul- Analisis Figh
Siyasah . Terhadap ~ Kampanye = Pemilihan Umum  ‘Media  Sosial
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor_ 23 Tahun
2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum. Dalam penelitian terdahulu
tersebut kesimpulan yang penulis angkat bahwa menurut Figh Siyasah
diperbolehkan menggunakan kampanye sosial asal didalamnya tidak
mengandung fitnah, dan sesuai dengan peraturan KPU No.23 Pasal 35
Tahun 2018 yang mengatur jalannya kampanye di media sosial.
Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah penelitian terdahulu ini membahas khusus tentang kampanye
dengan media sosial sebagai media yang digunakan saat proses
kampanye, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu
kampanye bersifat umum. Yaitu menjelaskan kampanye secara rinci
dan sudah mencakup di dalamnya kampanye menggunakan media

sosial.
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c. Jurnal yang ditulis oleh Siti Fatima mahasiswa pasca sarjana ilmu
politik  Universitas Diponegoro dengan judul Kampanye sebagai
komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu. Dalam penelitian
ini mengemukakan kesimpulan bahwa dalam negara yang menganut
sistem demokrasi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat
kepada masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu
ini ‘membahas secara khusus tentang kampanye sebagai komunikasi
politik yang ditinjau dariundang-undang saja. Sedangkan skripsi yang
akan penulis/ teliti bersifat lebih luas termasuk’ di .dalamnya kampanye
sebagai media komunikasi politik.

d. Penelitian ~yang ditulis ~oleh Haris Wanto, Mahasiswa jurusan siyasah
Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan judul * Analisis Figh
Siyasah  tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada- serentak tahun
2017 'di  Lampung Barat. Dalam - penelitian terdahulu ‘ini peneliti
mengeluarkan - kesimpulan bahwa etika kampanye politik pada Pilkada
serentak tahun 2017 di Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan
dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam
PKPU nomor 12 tahun 2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan
dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat sebagaimana yang
diatur dalam' undang-undang. Adapun pandangan figih  siyasah
terhadap etika kampanye politik pada pilkada serentak tahun 2017 di
Kabupaten Lampung Barat bertentangan dengan syariat Islam seperti
yang terkandung dalam surat Al-hujurat ayat 12 yang menjelaskan
tentang larangan berburuk sangka dan mencari keburukan orang lain.
Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti

adalah, penelitian terdahulu ini membahas khusus tentang etika
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kampanye yang terjadi pada pilkada di Kabupaten Lampung Barat.
Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas bersifat umum. Sudah
mencakup di dalamnya etika dan seluruh kampanye pemilihan.

Termasuk di dalamnya kampanye dalam kegiatan pilkada.

E. Metodologi Penelitian
Dalam meneliti dibutuhkan sebuah cara = atau metode untuk
menyelesaikan penelitian tersebut, maka . untuk ‘mendapatkan data yang
tepat dan mendukung tersclesainya penelitian 1ini;-penulis memilih sebuah
metode diantaranya:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
penelitian® «kepustakaan (/ibrary research), studi kepustakaan berkaitan
dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terikat dengan nilai, budaya,
dan norma .yang berkembang pada situasi sosial yang * diteliti.'® Dalam
penelitian . ini, peneliti mengumpulkan data-data yang ada kaitannya
dengan permasalahan kampanye untuk jabatan politik menurut fikih
siyasah  dan hukum positif dengan merujuk pada Al-Qur’an, hadis,
literatur,  jurnal, ensiklopedia, < masail  fighiyah, = serta  buku-buku
perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas

tersebut.

18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (Cet. XIX; Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2013), h. 291.
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2. Metode Pendekatan
Adapun metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data
atau fenomena yang ingin diungkap dalam penelitian adalah sebagai
berikut:!’

a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah-masalah yang diteliti
berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang
bersumber dari  al-Qur’an, hadis, dan kaidah hukum - Islam serta
pendapat-pendapat. ulama-.yang telah ‘ditetapkan di dalam hukum Islam
secara menyeluruh. “Sehingga dari metode  tersebut melacak hukum
melalui dalil. "Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw. pendapat
para - ulama serta perundang-undangan  khususnya - pada masalah
“Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah.”

b. Pendekatan sosiologis, yaitu = penelitian tehadap masalah dengan
memerhatikan norma hukum yang - berlaku dan dihubungkan dengan
fakta-fakta yang ada dari permasalahan dalam proses penclitian. Dalam
hal ini, penulis mengkaji mengenai Kampanye untuk Jabatan Politik

menurut Fikih Siyasah.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan < data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kepustakaan (/ibrary = research). Oleh karena itu, pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “riset kepustakaan” yaitu
mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah kitab
para ulama, buku-buku ilmiah, artikel, dan sumber-sumber bacaan

lainnya, menerjemahkan sumber bacaan yang berbahasa Arab ke bahasa

Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub,
2011), h. 33-35.
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Indonesia, menyalin atau mengutip hasil hasil bacaan dengan mengambil
inti pembahasan dari bacaan tersebut, serta mempelajari berbagai macam
literatur yang berkaitan dengan judul peneliti.'®

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah mencari sumber-sumber rujukan yaitu meliputi:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung
(tangan pertama).'® Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan
buku-buku yang membahas tentang tentang kampanye untuk jabatan politik.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari
sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.?° Dalam penelitian ini
peneliti-mengambil referensi dari literatur beberapa skripsi, jurnal, artikel dan
beberapa karya ilmiah lainnya, pendapat-pendapat pakar, tokoh;. yang memiliki

perhatian tentang judul penelitian ini.

4. Metode Analisis Data
Setelah mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan judul
penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan langkah-

langkah sebagai berikut:*!

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012), h. 31.

YHarnovinsa, Ak., Metodologi Penelitian (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning
Universitas Mercu Buana, t.th.), h.12.

XHarnovinsa, Ak., Metodologi, h.12.

21Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih
Penelitian, Jilid 1 (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M), h. 99.
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a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan validasi data
dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.

b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang
ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.

c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun
dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan
analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke-dalam Bahasa indonesia (bila
buku berbahasa arab).

e. Menganalisis . data-data dan informasi yang telah -dikumpulkan dengan

senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang
telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kampanye untuk jabatan
politik.
b. Untuk mengetahui bagaimana - pandangan fikih ~ siyasah tentang

kampanye untuk jabatan politik.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Praktis
Kegunaan utama dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah
ilmu, menambah wawasan berfikir penulis, terutama dibidang fikih
siyasah tentang kampanye untuk jabatan politik.

b. Kegunaan ilmiah



Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan nantinya
mampu mengambil peran dalam pengembangan pemikiran Islam yang

berkaitan dengan kampanye untuk jabatan politik.
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BAB 11
LANDASAN TEORI
A. Fikih Siyasah
1. Pengertian Fikih siyasah

Fikih secara bahasa artinya paham atau pemahaman.! Adapun secara
terminologis atau istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat
dengan cara ijtihad.’ Zainuddin ali mengemukakan fikih pada mulanya berarti
pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah,
akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari’ah Islamiyah.
Namun, pada ‘perkembanan selanjutnya bagian dariSyari’ah Islamiyah yang
berkaitan dengan pembuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang
diambil dari dalil-dalil yang terinci.®

Masth banyak definisi lainnya yang dikemukakan para ulama. Adapula yang
mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang menekankan bahwa fikih adalah
hukum syariah yang diambil dari dalilnya. Pada perkembangan selanjutnya, istilah
fikih sering dirangkaikan dengan kata Al-Islami sehingga terangkai kata al-figh al-
Islami yang memiliki makna hukum Islam.

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus,
memerintah atau pemerintahan. Secara’ bahasa bahwa tujuan siyasah adalah

mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat

Jumhiiriyyah Misr al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasit (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-
Syurtiq al-Datlah, 1425 H/2004 M), h. 697.

2Abd al-Malik ibn ‘Abdullah al-Juwaini, Syarah al-Waragat (Cet. I; Kairo: Dar ibn Umar,
1434 H/2013 M), h. 15.

3Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Palu: Yamiba,
2005), h. 3.
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politis. Secara istilah bahwa siyasah adalah dalil dalil terperinci dari kitab, sunnah,
ijma’ dan qiyas.*

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat penulis tarik kesimpulan
bahwa fikih siyasah merupakan pemahaman tentang dalil terperinci yang
membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Terdapat beberapa pendapat tentang ruang lingkup fikih siyasah. Imam al-
Mawardi, berpendapat bahwa ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup siyasah
dusturiyah,. siyasah maliyah, siyasah gqada’iyah, siyasah harbiyah, siyasah
idariyah? Sementara Abdul Wahhab Khalaf membaginya menjadi tiga bidang
kajian, vaitu siyasah dusturiyyah, sivasah kharijiyyah, dan siyasah-maliyyah.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu siyasah duturiyyah, siyasah
kharijiyyah, dan sivasah maliyyah. Ketiganya mengkaji tentang perundang-
undangan, keperdataan antar warga negara, dan sumber-sumber keuangan negara.
Namun dalam hal ini penjelasan akan terfokuskan pada pembahasan sivasah

dusturiyah

3. Fikih Siyasah Dusturiyah
Siyasah dusturiyah setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab

dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah

*Manahij jamiah al-Madinah al-‘alamiyah, al-Siydsah al-Syariyah, Juz 1 (Madinah: Jamiah
al-Madinah al-‘alamiyah, t. th.), h. 9.

3Abu al-Hasan ‘ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-ahkam al-Sultaniyah, Juz 1 (Kairo: Dar
al-Hadis, t. th.), h. 12.

¢Abdul Wahab Khalaf, 41-Siyasah al-Syariyyah, Juz 1 ( Madinah: Dar al-Qolam, 1408 H/
1988 M), h. 7.
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dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama
antara masyarakat dan negara baik yang yang tidak tertulis (konvensi) maupun
tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fikih siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep
konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura’, lebih luas lagi bahwa siyasah
dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotis
antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.”
Adapun sumber dari siyasah dusturiyah menurut H.A Djazuli antara lain:

a.  Al-Qur’an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-
dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur’an.

b. Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan
rasulullah saw. dalam menerapkan hukum.

c. Kebijakan khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan' pengendalian
pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam
setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam
memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan
rakyat.

d. Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam
fikih siyasah dusturi bahwa hasil ijtimak ulama sangat membantu dalam
memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.

e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu

bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan Hadis.?®

7Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah
(Cet. I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019 M), h. 12.

SH.A. Djazuli, Figh Sivasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 53-54.
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4. Penawaran Diri Dalam Islam

Dalam pandangan fikih siyasah memang belum ada pengertian kampanye
secara baku. Namun ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang
mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang
memiliki makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk memegang amanah dan
ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemegang suatu jabatan. Sedangkan dalam
hal ini kampanye yaitu sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti
menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan
prospek yang baik untik meyakinkannya.’

Adapun Islam memandang bahwa kampanye atau perilaku menawarkan diri
serta mengajak umat untuk memilih dirinya ialah bagian dari hak-hak politik
individu -masyarakat dalam bernegara. Syariat Islam _telah menjelaskan
bahwasannya hak-hak politik individu yang terkait dengan ajakan untuk memilih
dirinya’ menjadi pemimpin (kampanye pencalonan) telah ada.di dalam hak
pencalonan, serta hak menduduki jabatan. Semua rakyat mendapatkan hak-hak
asasi manusia di muka hukum dan pemerintahan, termasuk hak-hak politik di setiap
individu.'

Kampanye dapat dipahami sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh
kandidat yang sedang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta
identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian
umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon
kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan pada suatu jabatan politik

melalui pemilihan umum.

°Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif
Fikih Siyasah”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 1 (2015): h. 5.

9Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif
Fikih Siyasah”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 1 (2015): h. 30.
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Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya
pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan
intikhabah al- ‘ammah, intikhabah merupakan jama’ muannas salim yang artinya
memilih.!" Adapun pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah
sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai
politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik disebut dengan istilah a/-Hizb
al-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan
nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda-melalui penguasaan struktur
kelembagaan pemerintah-baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang
diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kempanye
dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai

ideologis Islam.'?

S.:Sejarah Islam dalam kampanye memilih pemimpin

Memasuki periode awal Islam sudah tercermin ciri khas sebagai kepala
negara dalam pelaksanaan pemerintahan Islam, dan pada masa ini Nabi saw. sudah
memulai musyawarah dengan sahabat mengatur tata sosial masyarakat. Pada
periode ini Nabi saw. juga membuat peraturan antar suku, ras dan bangsa dengan
kebijakan bersama rakyat kota Madinah masa itu. Tetapi pada masa ini Nabi saw.
tidak merumuskan yang baku tata cara pembentukan seorang pemimpin negara
ketika nanti beliau wafat. Maka muncul gejolak pembentukan kepala negara dalam
pemerintahan Islam terjadi setelah Nabi saw. tidak menunjuk langsung atau
memberikan mekanisme pasti mengenai penggantiannya. Dengan ketidakjelasan

yang baku mengenai pembentukan konsep pemerintahan Islam, sehingga masa para

"Hafied Cengara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), h. 229.

12Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2013), h. 9.
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sahabat terjadi perbedaan tata cara pembentukan untuk jabatan imam atau kepala
negara.'’
Dalam mengangkat imam atau pemimpin pada masa itu dilakukan dengan
dua cara yaitu, pemilihan oleh ahlul ‘aqdi wal hal dan penunjukan oleh imam
(khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh ahlul ‘aqdi wal hal, para ulama
berbeda pendapat terkait jumlah anggota ahlul’aqdi wal hal yang dianggap sah
untuk mengangkat ahul ‘aqdi wal hal. Sekelompok ulama berpendapat bahwa
pengangkatan imamah (kepemimpinan) tidak ‘sah, kecuali dihadiri oleh seluruh
anggota ahlul ‘aqdi wal hal dari setiap daerah supaya tmam (khalifah) yang mereka
angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua pihak dan mereka semua
tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan
Abu Bakar_ra. sebagai imam (khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang
menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang.
Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal anggota ahlul ‘aqdi
wal hal yang dianggap sah mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah lima
orang. Caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat imam (khalifah) atau salah
seorang dari mereka diangkat sebagai imam (khalifah) atas persetujuan dari empat
orang lainnya. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan:
a. Pengangkatan Abu Bakar ra. sebagai khalifah dilakukan oleh lima orang yang
bersepakat untuk membaiatnya kemudian diikuti oleh orang lain yang juga

turut membaiatnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khathab ra. Abu

3Asri Mutiara Hati, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di
Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum”, Skripsi (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri raden
Intan lampung, 2021), h. 22.
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Ubaidah bin Jaarrah ra. Usaid bin Hudhair ra. Bisyr bin Sa’ad ra. dan Salim
mantan budak Abu Hudzaifah ra.

b. Umar bin Khathab ra. membentuk dewan syura sebanyak enam orang yang
salah satunya diangkat sebagai imam (khalifah) atas persetujuan lima orang
lainnya.

Para ulama lainnya seperti di Kuffah berpendapat bahwa pengangkatan
imamah (kepemimpinan) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah
seorang dari mereka diangkat-sebagai imam (khalifah) atas persetujuan dua orang
lainnya. Caranya salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (khalifah)
sementara dua orang lainnya diangkat sebagai saksi, persis-seperti prosesi akad
nikah yang dianggap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Ketika
ahlul ‘aqdi wal hal telah bersepakat mengangkat seorang imam (khalifah),
hendaknya terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi
syarat untuk diangkat sebagai imam (khalifah). Apabila ada dua orang yang
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (khalifah), hendaknya yang lebih
diprioritaskan adalah yang memiliki usia lebih tua. Akan tetapi jika yang diangkat

sebagai imam (khalifah) adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah.'

“Imam Al-Marwadi, Ahkam Sultaniyah, Terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Sistem
Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qithi Press, 2014), h. 12-15.



BAB III
KAMPANYE JABATAN POLITIK DI INDONESIA

A. Kampanye Politik

1. Pengertian Kampanye Politik

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan
untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik
yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang
dilakukan oleh sekelompok-orang, seseorang atau-organisasi politik di waktu
tertentu dengan maksud untuk memperoleh - dukungan. politik masyarakat.
Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan
umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan
perwakilan rakyat daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan peserta pemilu
untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi,» dan program
peserta pemilu. Adapun menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah sejumlah
tindakan“komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek
tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus

menerus pada waktu tertentu. !

2. Lembaga Pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam proses pelaksanaan kampanye terdapat lembaga yang
diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bab I pasal 6
tentang penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU),

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan

ISiti Fatima, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam pemilu”,
Universitas Diponegoro 1, no. 1 (2018): h. 8.
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(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).?

Setiap lembaga yang memiliki wewenang tersebut memiliki tugas,
kewajiban dan- wewenang. Berikut pada pasal 12 tugas dari Komisi

Pemilihan Umum:?

a. Merencanakan program dan.anggaran serta menetapkan jadwal

b. Menyusun tata. kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau
semua. tahapan pemilu

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu’ terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara
serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.

h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan
calon terpilih serta membuat berita acaranya.

i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 6.
3Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 12.
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j. Melakukan  evaluasi dan  membuat laporan  setiap  tahapan

penyelenggara pemilu.

k. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari KPU Provinsi = sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Dasar Pasal 15 sebagai berikut:*

I.
2.

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
Melaksanakan semua-.tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan tahapan

penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota
Menerima  daftar  pemilih = dari  KPU  Kabupaten/Kota  dan

menyampaikan kepada KPU.

. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu  terakhir

dengan ~memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih.

Merekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR dan
anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi
yang Dbersangkutan dan mengumumkan berdasarkan Dberita acara
hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyeratakannya kepada saksi

Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;,

“Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 15.
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8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daeratr pemilihan di provinsi yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada
masyarakat;

11. Melakukan  evaluasi. dan  membuat - laporan - setiap  tahapan
penyelenggaran pemilu; dan

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh. KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 sebagai berikut:>

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kkabupaten/kota
berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengoordinasikan  dan ~ mengendalikan  tahapan  penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih

SRepublik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 18.



29

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara
Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil
presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD
kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi suara di PPK;

7. Membuat  berita acara = penghitungan  suara dan  sertifikat
penghitungan  suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan-KPU Provinsi;

8. Mengumumkan_calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih  sesuai
dengan  alokasi  jumlah  kursi  setiap -daerah . pemilihan di
kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9. Menindak lanjuti  dengan  segera temuan dan “laporan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. ‘Mengsosialisasikan ~ penyelenggaraan  pemilu < dan/atau  yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada
masyarakat

11. Melakukan = evaluasi dan  membuat laporan sctiap  tahapan
penyelenggaraan pemilu

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari PPK sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Pasal 53 sebagai berikut:®

®Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 53.
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1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat
kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
KPU Kabupaten/ kota

2. Menerima dan  menyampaikan  daftar pemilih kepada KPU
Kabupaten/kota

3. Melakukan = dan mengumumkan rekapitulasi- hasil  penghitungan
suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, serta, anggota DPRD Kabupaten/kota di kecamatan yang
bersangkutan berdasarkan berita acara - hasil’ penghitungan suara di
TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu

4. Melakukan  evaluasir dan  membuat  laporan -~ setiap  tahapan
penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya

5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu —dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU _Provinsi,
KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

7. Melaksanakan ~ tugas lain - sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Adapun tugas dari PPS sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Pasal 56 sebagai berikut:’

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih

sementara

"Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 56.
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3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar
pemilih sementara

4. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK

5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat
kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan PPK

6. Mengumpulkan  hasil-. penghitungan ** suara._dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya

7. Meyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK

8. Melakukan evaluasi  dan  membuat  laporan -~ setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya

9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu —dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU' Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan PPk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Adapun tugas dari KPPS sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Pasal 61 sebagai berikut:®

1. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang

hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak

8Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 61.
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memiliki  saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta
pemilih

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

4. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU  Kabupaten/Kota,.. PPK, 'dan "PPS-.sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

6. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan. kepada pemilih
sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya
di TPS

7. Melaksanakan tugas = lain  sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Adapun tugas dari PPLN sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Pasal 64 sebagai berikut:’

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data
pemilih atas dasar masukan dan masyarakat Indonesia di luar negeri,
mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan
daftar pemilih tetap

2. Menyampaikan daftar pemilih warga negara republik Indonesia
kepada KPU

3. Melaksanakan  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  yang  telah

ditetapkan oleh KPU

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 64.
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4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh
TPSLN dalam wilayah kerjanya

5. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di
wilayah kerjanya

6. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada KPU

7. Mengirimkan rekapitulasi 'suara dari seluruh TPSLN di wilayah
kerjanya secara . elektronik KPU"® dalam hal = telah tersedia
infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik

8. Melakukan. " “evaluast dan membuat laporan _setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya

9. Melaksanakan sosialisasi = penyelenggaraan pemilu ‘dan/atau  yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat
Indonesia di luar negeri

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Adapun tugas dari KPPSLN sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Pasal 68 sebagai berikut:'°

1. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang
hadir dan panwaslu LN dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki

saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu

10 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 68.
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. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN

. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan
kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu LN, dan dan KPU melalui
PPSLN

. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih
sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya
di TPSLN

. Melaksanakan tugas-lain yang diberikan oleh KPU

. Melaksanakan = tugas lain  sesuai - dengan  Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Fungsi dan Tujuan Kampanye

Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi politik.

Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik.: Pelaksanaan

kampanye merupakan tindakan profesional yang juga melibatkan- media untuk

memudahkan menjangkau khalayak dalam jumlah yang besar sehingga

membutuhkan biaya yang besar dan proses kerja yang terencana. Kampanye politik

dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat.

Adapun tujuan kampanye politik adalah:

1. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi,

atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku

tertentu.

2. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial.

3. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar dan,
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4. Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.'!

Adapun fungsinya, kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat
lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye, menurut
Antar Venus dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini:

1. Sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat.

2. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan
menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu.

3. Pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk
yang dipasarkan.

4. Untuk membangun citra positif peserta kampanye.
4. Jenis-Jenis Kampanye

Pada dasarnya mengelola proses kampanye politik tidak mudah, namun
bagaimanapun harus dilakukan dan ditaklukan agar dapat memenangkan pemilu.
Agar kampanye dapat berhasil dengan maksimal, diperlukan. beragam jenis
kampanye, terutama jika jumlah khalayak dan pesaing banyak. Semua strategi
kampanye harus diupayakan sehingga mampu mencapai sasaran. Walaupun
demikian, tetap dibutuhkan kecerdasan manajer kampanye untuk mengelola
kampanye agar efisien dan efektif.'

Adapun jenis-jenis kampanye adalah sebagai berikut:

1. Product Oriented Campaigns
Kampanye yang berorientasi pada produk, bertujuan memperoleh

keuntungan finansial dengan cara memperkenalkan produk dan melipatgandakan

""Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru
(Cet. I; Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016 M), h. 153.

12Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru,
h. 157.
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penjualan. Contohnya kampanye politik untuk memperoleh dukungan dana dalam
pemilihan kepala daerah, baik pemilihan walikota, bupati, atau gubernur.
2. Candidate Oriented Campaigns
Kampanye yang berorientasi pada kandidat untuk mendapatkan kekuasaan
politik. Tujuannya memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat agar
dapat menduduki jabatan-jabatan politik melalui proses pemilihan umum. Contoh:
kampanye pemilihan anggota legislatif, dimana setiap partai politik yang
mencalonkan kandidat melakukan kampanye bersama kandidat yang bersangkutan
untuk memengaruhi khalayak pemilih.
3. Ideologically or Cause Oriented Campaigns
Kampanye berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan berdimensi
perubahan sosial. Contohnya kampanye hak hidup sehat perempuan dan anak,
lingkungan hidup, penegakan HAM."
4. Kampanye negatif
Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi,
walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari
visi misi lawan politiknya. Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh kompetitor
dimana isi kampanyenya menyampaikan tentang kekurangan produk atau
seseorang. Pada umumnya kampanye negatif ini berdasarkan data dan fakta yang
sudah terjadi sebelumnya.
5. Kampanye hitam
Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter
dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti.

Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU

13Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru,
h. 178.
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jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Kampanye hitam adalah
kampanye yang menggunakan bentuk pesan menjelek-jelekkan atau pernyataan
yang tidak didukung oleh fakta yang memadai. Salah satu bentuk kampanye hitam
adalah menggelari kandidat lawan dengan nama-nama julukan yang jelek.
Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran, atau rumor yang tersebar
selanjutnya menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal

kebijakan publik.'

5. Media-Media Kampanye
Kampanye pada dasarnya merupakan. penyampaian pesan-pesan dari
pengirim kepada khalayak. Media adalah sarana atau alat-untuk menyampaikan
pesan juga bisa disebut mediator antara komunikator dengan komunikasinya.
Media atau alat kampanye digolongkan sebagai berikut:
1. Media umum: surat menyurat, telephone.
2. Media-massa: media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan media
elektronik lainnya.
3. Media khusus: iklan, logo dan nama perusahaan atau produk yang menjadi
sarana untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif.

4. Media internal: media lazim digunakan dalam aktifitas publik relations.'

14Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru,
h. 169.

SRosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 29-31.
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B. Jabatan Politik di Indonesia
1. Jenis-Jenis Jabatan

Jabatan-jabatan dari lembaga politik dalam negara Indonesia terdiri dari
tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
a. Jabatan Legislatif

Badan legislatif yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang
anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia di mana pun dia
berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih-melalui pemilihan
umum.'® Adapun jabatan-jabatan legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan-Majelis. Permusyawaratan
Rakyat (MPR).!
b. Jabatan Eksekutif

Badan eksekutif adalah badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh
badan legislatif bersama pemerintah. Badan eksekutif memiliki ruang lingkup tugas
dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan
keahlian yang dapat memberi dukungan bagi percepatan pelayanan masyarakat dan

LIS

pencapaian tujuan pembangunan nasional.'® Adapun jabatan eksekutif di Indonesia

terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri. "

16Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Cet.l; Bandung: Pustaka Setia, 2013 M), h.
189. 173.

"Dprd Buleleng, “Fungsi Lembaga Legislatif dalam Pembangunan Bangsa”, Situs Resmi

Dprd Buleleng. https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legislatif-
dalam-pembangunan-bangsa-18 (22 Agustus 2022).

18Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, h. 189.

9Sayap Bening, “Lembaga Eksekutif”, Situs Resmi Sayap Bening. https://bantuanhukum-
sbm.com/artikel-lembaga-eksekutif (22 Agustus 2022).



https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legislatif-dalam-pembangunan-bangsa-18%20(22
https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legislatif-dalam-pembangunan-bangsa-18%20(22
https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-eksekutif
https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-eksekutif
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c. Jabatan Yudikatif

Badan yudikatif adalah badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang
berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan
perundang-undangan oleh institusi- pemerintahan secara luas serta bersifat
independen (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Kekuasaan yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.?
Adapun jabatan yudikatif diIndonesia 'yaitu’ Mahkama Agung, Mahkama
Konstitusi, dan Komisi Yudisial.?!

2. Fungsi Jabatan Politik

Pada negara Indonesia yang di dalamnya terdapat jabatan-jabatan politik,
memiliki fungsi-fungsi yang menjadi diantara sebab dibentuknya jabatan politik
tersebut. Bertkut beberapa fungsinya sebagai berikut:
a. Legislatif

Fungsi jabatan legislatif yang paling penting ialah:*

1. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang. Untuk itu
badan legislatif diberi hak inisiatif, hakk untuk mengadakan amandemen
terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan
terutama di bidang budget atau anggaran.

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan

badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Eksekutif

2'Nurul Huda, “Hukum Lembaga Negara (Bandung: Refika Aditama, 2020 M), h. 84.

2'Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
M), h. 360.

2Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 322.
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Fungsi atau tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias
politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan
oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh
badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaanya badan eksekutif leluasa sekali
ruang geraknya. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang:*

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan
peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi
negara.

2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya
dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan
bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara; serta keamanan
dalam negeri.

4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.

5. 'Diplomatik, yaitu krkuasaan untuk menyelenggarakan hubungan
diplomatik dengan negara-negara lain.

c.  Yudikatif

Badan Yudikatif Indonesia teridiri dari tiga lembaga, yaitu Mahkama
Agung, Mahkama Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berikut fungsi-fungsi dari
lembaga-lembaga tersebut:

a) Mahkama Agung (MA)**

1. Menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan

peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara.

2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 295-297.
2*Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 360-361.
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3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang.
b) Mahkama Konstitusi (MK)

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai
politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Memberikan putusan.pemakzulan presiden-dan/atau wakil presiden atas
permintaan DPRkarena melakukan pelanggaran.berupa penghianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan
tercela.

¢) Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah suatu lembaga baru yang bebas dan ‘mandiri, yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam
rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.
C. Model Kampanye Jabatan Politik
1. Model Kampanye Legislatif
Kampanye jabatan legislatif yaitu DPR dan DPD dilakukan melalui pemilu,
hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 01 tahun 2013 tentang pedoman
pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Bab III
Pasal 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang:
1) Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah pengurus partai, calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye, orang-seorang, dan

2Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 111, pasal 5.
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organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD,
orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu
perseorangan calon anggota DPD.

Dalam pelaksanaan kampanye untuk mendapatkan dukungan pemilih dan

jabatan, para kandidat dituntut menyampaikan materi dan melakukan metode

kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU" bab-IV pasal 9 dan 13 sebagai

berikut:*°

1)

2)

1)
2)
3)
4)
S)
6)

Pasal 9
Matert kampanye partai politik peserta pemilu yang- dilaksanakan oleh
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk-meyakinkan dan
mendapatkan dukungan pemilih.
Materi _kampanye perseorangan peserta pemilu yang dilaksanakan oleh
calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program untuk meyakinkan dan
mendapatkan dukungan pemilih.

Pasal 13
Pertemuan terbatas
Pertemuan tatap muka
Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
Pemasangan alat praga di tempat umum
Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

Rapat umum

26Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab VI, pasal 9 dan 13.
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7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan
perundang-undangan

Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dalam UUD 1945

bab II pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri

atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan

dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan

undang-undang.?’ Artinya jabatan MPR merupakan anggota dari DPR.

2. Mode] Kampanye Eksekutif
Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilu, hal ini
sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 ‘tentang kampanye
pemilihan -umum. Pada Bab II Pasal 8 ayat 1 menjelaskan tentang Dalam
melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden membentuk tim
kampanye.?® Kemudian proses setelahnya sama seperti kampanye legislatif.
Adapun Menteri diangkat langsung oleh presiden. Hal ini_sebagaimana
disebut dalam bab V pasal 22 tentang pengangkatan:*’
1) Menteri diangkat oleh presiden
2) Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi
persyaratan:
a. Warga negara Indonesia
b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-
cita proklamasi kemerdekaan

d. Sehat jasmani dan rohani

2TRepublik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 11, pasal 1.
28Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 11, pasal 8.
PRepublik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab V, pasal 22.
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e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik
f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.
3. Model Kampanye Yudikatif

Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung-diangkat oleh presiden berdasarkan usulan dari Dewan
Perwakilan Rakyat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU nomot 14 tahun
1985 bab Il pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang pengangkatan Mahkamah Agung oleh
presiden, sebagai berikut:*°

1) Hakim agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara dari daftar

nama yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

2) Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku kepala negara

setelah DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Adapun Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2003 bab [ ayat 2 yaitu
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota setiap
3 (tiga) tahun sekali.’' Sedangkan Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan

persetujuan dari DPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD nomor 22 tahun 2004

*'Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 11, pasal 8.

3Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1, pasal 2.
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bab IV pasal 1 yaitu anggota komisi Yudisial diangkat oleh preiden dengan

persetujuan DPR .32

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk menduduki jabatan
politik di Indonesia yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, prosesnya berbeda-
beda. Di antaranya ada yang mencalonkan diri dan melakukan kampanye agar
dirinya dipilih memangku jabatan ada yang diangkat oleh presiden berdasarkan

integritas yang dimiliki kandidat tersebut.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab IV, pasal 1.



BAB IV
KAMPANYE UNTUK JABATAN POLITIK MENURUT FIKIH SIYASAH

DAN HUKUM POSITIF

A. Mekanisme Kampanye
Dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara maka diperlukan
suatu contract social untuk mewujudkan tatanan hidup yang terarah dan
berpedoman. Begitupun dengan proses kampanye politik, dalam pelaksanaannya
pun bukan berarti tanpa aturan melainkan terdapat aturan kuat di dalamnya. Dengan
adanya perbaikan undang-undang pemilu, kampanye menjadi sedikit lebih terarah
dan demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya:
1. Kebebasan relatif bagi seluruh elit dan konstituen partai untuk berperan
sebagai juru kampanye.
2. Asal-usul sumber dana kampanye yang transparan, bahkan dibeberkan secara
publik.
3. Tidak ada intimidasi bagi pelaku dan peserta kampanye.
4. Kesempatan yang sama untuk memulai dan mengakhiri masa kampanye.
5. Adanya aturan pengawasan dan pemantauan dalam melaksanakan kampanye
dan sebagainya.'
Kampanye politik bukanlah tindakan politik yang kecil, melainkan sebuah
tindakan politik yang membutuhkan perencanaan, sumber daya manusia,
pembiayaan, serta melibatkan banyak pihak dengan tingkat ketegangan dan konflik

kerja yang tinggi.?

'Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif
Fikih Siyasah”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 1 (2015): h. 24.

2Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru
(Cet. I; Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016 M), h. 156.
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Perencanaan kampanye yang terorganisasi mencerminkan bahwa
kampanye politik tersebut dilakukan secara profesional, melibatkan banyak pihak,
dan ditunjang beragam aktifitas yang diharapkan mampu mendekatkan aktor politik
dengan pemilih. Terorganisasinya pelaksanaan kampanye dapat teridentifikasi
dengan pengelolaan yang baik. Manajemen kampanye merupakan sebuah proses
integral dalam proses kampanye. Artinya, kampanye dilaksanakan secara bertahap
dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan
kegiatan, para pihak yang terlibat, pesan dan media.yang dibutuhkan, khalayak
yang direncakan serta akan diperlukan bagaimana. Agar kampanye politik berhasil,
berikut ini langkah-langkah yang harus dipenuhi:
1. Menemukan dan menetapkan masalah

a. Masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau perbedaan
antara aspirasi dan realitas.

b. Untuk menemukan suatu masalah diperlukan fakta dan realitas yang biasanya
akan'menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.

c. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi masalah yang harus dicari
jawabannya.
2. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai

a. Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapat menetapkan
tujuan.

b. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkan sesudah rencana

dilaksanakan.

3Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru,
h. 165-166.
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Kriteria penetapan tujuan adalah menentukan apa yang menjadi target dan
seperti apa perubahan yang diinginkan.

3. Menetapkan strategi

Menetapkan juru kampanye (komunikator) dengan mempertimbangkan
kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan.

Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak dengan terlebih
dahulu melakukan studi khalayak (komunikasi politik).

Menyusun pesan-pesan kampanye dalam’ beragam bentuk verbal dan non-
verbal.

Memilih media dan saluran komunikasi yang efektif.

Produksimedia dalam beragam bentuk yang paling dekat dan-disukai khalayak.
Pretesting communication material, yaitu melakukan wuji* coba terhadap
beragam materi komunikasi yang akan digunakan sehingga-ada waktu untuk
melakukan evaluasi (proses perencanaan sebelum kampanye wajib dilakukan
dengan waktu yang cukup untuk melakukan tes dan evaluasi atas materi
komunikast).

Berdasarkan pada point ¢, Wilbur Schramm dan Donald F Robert

menyebutkan empat hal yang mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan

dalam berkampanye, antara lan:

a.

b.

Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian.

Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipahami atau
dimengerti oleh komunikan.

Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya.

Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengan situasi dan

kondisi komunikan.
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Pesan bisa berupa ide, pikiran, informasi, gagasan, dan perasaan. Pesan
kampanye memegang peran penting dalam proses kampanye.*

Kesuksesan kandidat sangat bergantung juga kepada konsultan politik dan
manejer kampanye. Tanpa bantuan tenaga profesional, aktor politik hampir tidak
mungkin mengelola diri sendiri dan pihak internal serta eksternal termasuk media
massa. Mereka adalah tenaga-tenaga ahli atau komunikator profesional yang
memimpin manejerial kampanye. Maneger kampanye adalah orang yang terbiasa
mengelola resiko dan tekanan internal dan eksternal, sekaligus memahami
kecenderungan pemanfaatan media saat ini. Baik dan buruknya kampanye terletak
pada kemampuan dan kredibilitas manager kampanye-atau tim sukses. Maneger
kampanye yang mumpuni dan memahami karakter kandidat atau aktor politik
sangat penting karena akan memudahkan pengelolaan kampanye yang dilakukan.

Berikut ini beberapa tugas manajer atau konsultan kampanye, diantaranya:
a. Memetakan persoalan berkaitan dengan subjek kampanye.
b. Melakukan riset mengenai elektabilitas dan isu terkaitan kampanye lainnya.
c. Merancang perencanaan kampanye.
d. Memilih tim kampanye yang tepat.
e. Membangun jaringan yang kuat dengan kelompok pendukung, baik pendukung
lama maupun baru.
f. Memobilisasi kelompok berpengaruh.
g.  Membangun branding kandidat, partai politik.
h. Menyusun jadwal kampanye.

i.  Menyebarluaskan pesan melalui media komunikasi.

4Umaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru,
h. 175.
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j.  Menciptakan pengaruh opini publik yang kuat.
k. Menyusun anggaran belanja kampanye.
l.  Monitoring dan evaluasi kampanye.

Manajer kampanye selalu dibutuhkan pada proses dan aktifitas politik
jangka pendek, terutama pada masa pemilihan presiden, anggota legislatif, dan
kepala daerah. Kehadirannya untuk memperkenalkan kandidat, mensosialisasikan
visi, misi, program kerja, dan memengaruhi opini publik sehingga mengarah kepada
kandidat yang diusung, serta.mengoordinasikan berbagai kegiatan operasional
kampanye.’

Kemudian setelah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar
kampanye berhasil, berikut merupakan tata cara pelaksanaan kampanye yang baik:®
a. Dilakukan sesuai jadwal kampanye

Sctiap kandidat yang telah disahkan KPU untuk dapat menjadi calon dalam
sebuah konstetasi panggung politik harus bersikap disiplin, yang dimaksud disiplin
disini adalah tepat waktu saat melakukan kampanye. Sebab semua kandidat akan
diberikan jadwal oleh KPU untuk melaksanakan kampanye.

b. Tidak mengganggu ketertiban umum

Tata cara dalam pelaksanaan kampanye yang kedua adalah tidak
diperkenankan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Jika dilakukan
maka hal ini termasuk ke dalam bentuk pelanggaran kampanye yang dapat ditindak.

c. Mendapatkan izin dari aparat keamanan

SUmaimah Wahid, Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru,
h. 162.

®Wido Zuwika, “Tinjauan Figih Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Skripsi (Lampung:
Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020), h. 15-20.
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Kampanye merupakan sebuah kegiatan yang sedikit beresiko. Oleh sebab
itu maka dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kampanye harus mendapatkan izin
dari aparat keamanan setempat.

d. No sara

Kampanye bermuatan sara sangatlah tidak sesuai. Sebab agama dan politik
selayaknya tidak dijadikan satu. Kampanye sara menjadi salah satu strategi yang
memang cukup efektif memenangkan hati kaum muslim. Namun tentu saja sebagai
negara demokrasi hal ini bertentangan dengan nilai ajaran kebebasan.

e. . Tidak berorasi berlebthan

Dalam kampanye, orasi merupakan sebuah hak yang wajar. Namun
tentunya. terdapat tata cara orasi yang dibenarkan. Seperti” misalnya tidak
diperbolehkan orasi menggunakan kata-kata bermuatan negatif menyinggung
agama,-ras _dan suku lawan politik. Sebab jika demikian maka tentu hal tersebur
bukan lagi merupakan bentuk orasi-melainkan adalah suatu bentuk penghinaan
terhadap lawan politik.

f.  Menciptakan suasana politik yang kondusif.

Tata cara kampanye yang terakhir adalah menciptakan suasana politik yang
kondusif. Maksudnya ialah suasana yang aman dan berjalan sesuai rencana.

Merujuk pada definisi-definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap
aktifitas kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:’

a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak
tertentu.

b. Jumlah khalayak sasaran yang besar.

c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.

d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.
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Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017

disebut tujuan kampanye adalah meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga

kampanye oleh kandidat atau partai politik dapat dilakukan dalam bentuk metode

sebagaimana telah diatur di dalam UU nomor 42 tahun 2008 pasal 38 ayat 1 yaitu:

a.

b.

Pertemuan terbatas.

Tatap muka atau dialog.

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.

Penyebaran melalui radio-dan/atau televisi.

Pemasangan bahan kampanye kepada umum.

Pemasangan . alat peraga di tempat kampanye dan - di tempat lain yang
ditentukan oleh KPU.

Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon.

Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.®

Berikut larangan dalam kampanye yang tidak boleh dilakukan sebagaimana

telah diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 68 dan 74 UU Pilkada:

Pasal 68
Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan UUD negara republik
Indonesia tahun 1945.
Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon dan wakil
calon.
Menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan,
dan/ atau kelompok masyarakat.
Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik.

Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

8Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab VII, pasal 38.
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f.  Mengancam dan menganjurkan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah.

g. Merusak dan atau menghilangkan alat praga kampanye.

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah.

1. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.

J. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan

k. Pawai berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.’

Pasal 74

1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana
dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i kategorikan
sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye. sebagaimana
dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:

1. “Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan.

2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.'

Maka berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa dalam proses
berkampanye terdapat aturan-aturan yang telah diatur oleh undang-
undang dan  sanksi-sanksi yang setimpal jika terjadi pelanggaran-

pelanggaran selama proses pemilu.

9Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab IX, pasal 68.
19Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab IX, pasal 74.
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B. Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah

Sebagaimana yang dipahami pada penjelasan sejarah Islam dalam
kampanye pemimpin bahwa pelaksanaan sistem kepala negara dalam pemerintahan
Islam. Namun masih belum dirumuskan secara baku tentang tata cara pembentukan
seorang pemimpin.

Selanjutnya, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah
perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah
dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan
sangat sulit bagi umat Tslam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.'!
Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang dipetoleh seseorang dalam
kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti-hak untuk memilih,
hak untuk-mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.'?
Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh

individu tidak diperbolehkan. Sebagaimana imam An-Nawawi menyebutkan satu

bab dalam kitabnya Riyddu al-solihin, yaitu:

So
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Artinya:
Larangan meminta jabatan = dan memilih untuk tidak memegang
jabatan jika  hukumnya  tidak wajib atas dirinya atau tidak ada
tuntutan keadaan terhadapnya.

Imam Ibn Al-Utsaimin menyebutkan makna bab ini dalam

kitabnya syarah Riyadu al-solihin, yaitu:

"M. Abd. Ghofar, al-Islam wa al-Dimugratiya, terj. Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi,
dan Masyarakat Madani (Bandung: Mizan, 1996), h. 236.

2Abdul Karim Zaidan, dkk., Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah
(Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.

3Al-Imam Abi Zakarfyah Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Riyddu al-solihin min Kalami
Sayyidil Mursalin (Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1428 H/ 2007 M), h. 216.
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Artinya:
Permintaan kepemimpinan atau jabatan boleh jadi adalah niat
seorang tersebut meninggikan terhadap manusia, mengendalikan
mereka, memerintah dan = melarang, -menjadikannya memiliki niat
yang buruk, dan karena itu dia tidak akan beruntung di akhirat, dan
karena inilah sebab dilarangnya meminta jabatan.

Kemudian dalam kisah yang tercantum dalam hadis yanglain juga

Nabi saw. melarang untuk meminta jabatan:

,“/3-/5:,@&')’&;,-/36\\;&3 ”&\JJ&‘& 5106 &aﬁ\&pj&ﬂgfod\&&
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Artinya:

Dari. Abu Musa Al-Asy’ari ra. Berkata: aku pernah masuk menemui Nabi
saw. bersama dengan dua orang dari keluarga pamanku. Maka salah satu
dari-mereka berdua berkata, “Wahai Rasulullah, angkatlah. kami untuk
mengurusi sebagian yang telah Allah swt. kuasakan kepadaMu.” Dan yang
satu lagi berkata seperti itu pula, Nabi saw. lantas bersabda, “Sesungguhnya
kami, demi Allah tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada seorangpun yang
memintanya, atau seorang pun yang sangat menginginkannya.

Meskipun begitu, boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk
orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta
jabatan (kekuasaan) akan tetapi mengandung permintaan kepada umat
untuk memilih calon yang layak.

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan
tetapi pencalonan diri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan
darurat) atau demi kemaslahatan syariat. Pada masa kontemporer sekarang ini, umat

nampaknya sulit mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih

"“Muhammad bin Solih al-Utsaimin, Syarah Riyadu al-solihin (Cet I; Riyad: Dar al-Watni
linasyr1, 1426 H/ 2005 M), h. 6.

I5Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Sahik al-Bukhart
(Cet. I; Beirut, Dar Ibnu Katsir, t.th.), h. 1766.
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menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang
layak memperkenalkan calon tersebut atau mengkampanyekan diri kepada umat
dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk
menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam
bernegara.'® Hal ini dibolehkan berdasarkan pada firman Allah swt. Dalam Q.S
Yusuf/12: 55.

e bs o3 O s e des Ji

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena
sesungguhnya aku adalah orang yang  pandai menjaga, dan
berpengetahuan.!”

Dalam kitab jami’ul ahkamil qur’an imam al-qurtubi menjelaskan tafsir ayat

ini tentang kebolehan kampanye atau memperkenalkan diri:
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Artinya:

Yusuf as. tidak berkata, “sungguh aku ini tampan lagi elok,” tetapi ia berkata
“aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” Ini berarti
Yusuf as. meminta (jabatan) tersebut berdasarkan kemampuan menjaga yang
dimilikinya dan pengetahuan yang dikuasainya, dan tidak memintanya karena
ketampanannya atau karena keturunannya. Yusuf as. mengatakan demikian
terhadap orang-orang yang belum mengenal, dan kini ia ingin
memperkenalkan dirinya(kampanye). Yusuf as. memandang dirinya wajib
mutlak mengemban tugas tersebut, sebab ia melihat tidak ada orang yang
memiliki kemampuan tersebut selain dirinya.

16 Abdul Karim Zaidan, dkk., Syariyah al-Intikhabah, terj. Ramdhani, Pemilu dan Partai
Politik dalam Perspektif Syariah (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 47.

7Kementrian Agama R.1., Al-Qur ‘an Dan Terjemahnya, h. 243.

18 Abi ‘abdillah Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi, Jami ‘ul ahkamil qur’an Juz
11 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 386.
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Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga disebutkan, pendapat dari Syaibah bin
ni’amah:

JGs Al ol el o Bny Gl B33l U blis el Gk JG
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Artinya:

Syaibah bin ni’amah mengatakan, maksudnya menjaga apa yang engkau
titipkan padaku dan mengetahui tahun-tahun penceklik itu, sebagaimana
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ia meminta jabatan atau pekerjaan tersebut
karena “ia tahu kemampuan dirinya di samping ~bahwa pekerjaannya itu
mendatangkan maslahat bagi banyak orang.

Dalam fatwah al-Lajnah ad-Daimah juga menyebutkan-tentang kebolehan
meminta jabatan:
le 326 ety wuy) bk 815 wisl 1) ks @ wonll sty b &1 3
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Artinya:
Boleh bagimu meminta jabatan sebagai ketua masjid yang telah anda
bangun. Jika memang pada diri anda memiliki banyak syarat menjadi pemimpin,

dan anda juga berhak mendapatkan kehormatan atas hal itu yang berasal dari baitul
mal, dan hal itu tidak mengurangi pahala anda.

Nabi Yusuf as. mengampanyekan diriya karena dalam keadaan darurat,
yaitu Yusuf as. melihat tidak ada orang yang memiliki kemampuan tersebut selain
dirinya, sehingga Yusuf as. memandang bahwa dirinya wajib mutlak mengemban
amanah tersebut, dan supaya orang-orang yang belum mengenalnya tahu bahwa ia
adalah seorang yang berkompeten dalam jabatan tersebut, dengan mengabarkan
keahlian-keahliannya, sehingga akhirnya orang-orang percaya bahwa yusuf as.

adalah orang yang tepat untuk memangku jabatan tersebut.

" Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir AI-Qur’an al-Adzim Juz 4 (Cet. 2;
Riyad, Dar Taibah, 1420 H/ 1999 M), h. 395.

2’Al-Lajnah Ad-Daimah lil buhuts al-Alamiyah wal Ifta’, Fatawa al-Lajnah al-Daimah
(Riyad, Idarah al-‘Ammah), h. 423.
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Selanjutnya terdapat beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari’ah
berkenaan dengan kampanye antara lain:

1. Prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip
ini merujuk kepada ketentuan syariah yang menganjurkan semua muslim
harus berlaku jujur dan benar. Hal ini berkaitan dengan firman Allah swt.
Dalam Q.S Qaf/ 50: 18.

S 0N 43 e Bl

Terjemahnya:

Tidak ada suatu kata yang diucapkannzfa melainkan ada di sisinya malaikat
pengawas yang selalu siap (mencatat).”!

Abul.Jauza dan Mujahid berpendapat tentang ayat di‘atas:
Tazi o 6 G o) Ll
Artinya:

Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan dicatat,
walaupun sebuah rintihan tatkala mereka sedang sakit.

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama ‘dalam setiap
kampanye pemilu bagi umat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak
suara kepada kita atau partai kita. Dalam kampanye setiap peserta harus bisa
mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu dari hasil kampanye tersebut, karena
kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat. Karena
itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak
bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan
bangsa di masa depan. la bukan hanya sekedar bersorak-sorai ketika juru kampanye

dengan berapi-api ketika berorasi, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang

2'Kementrian Agama R.1., Al-Qur ‘an Dan Terjemahnya, h. 520.

22Abi ‘abdillah Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi, Jami 'ul ahkamil qur’an,
Juz 19, h. 439.
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disampaikan juru kampanye tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak,
sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang daripadanya.

2. Tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Untuk
terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan
syariah, maka pihak berkuasa negara mayoritas umat Islam harus merujuk
sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilu
tersebut.”®> Oleh karenanya, mengotori, mencela, atau ~merendahkan
kehormatan pihak" lawan merupakan ketentuan Islam yang tidak boleh
dilakukan selama dalam proses berkampanye. Apatah lagi lawan tersebut juga
merupakan. saudara muslim kita, tentu hal ini lebih dilarang secara keras
dalam syariat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-
Hujurat/ 49: 11.

8 e o v V) a4 e RS U e o8 10 25 e Yt
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Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari
mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena boleh jadi) perempuan (yang
diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah
(panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak
bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.>*

Ibnu abbas, Mujahid, Qotadah dan Sa’ad bin Jubair mengomentari potongan

ayat di atas, bahwa makna firman Allah swt. tersebut adalah:

24K ementrian Agama R.1., AI-Qur ‘an Dan Terjemahnya, h. 517.
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S Je Saks ks Y
Artinya:

Janganlah sebagian dari kalian memfitnah sebagian yang lain.

Kemudian adh-Dhahak berkata tentang makna firma Allah swt. tersebut:

25\:&:&; g }.oi&gl:.g

Artinya:
Janganlah sebagian dari kalian melaknat sebagian yang lain.

Kemudian, seorang kandidat juga tidak. boleh memuji, menyebutkan
kelebihan dirinya secara -berelebihan jika bukan dalam keadaan darurat. Hal ini

sebagaimana dikatakan imam Al-Marwadi dalam tafsir Q.S. Yusuf/ 12: 55.
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Artinya:

Tidak mutlak (kebolehan menyebutkan keilmuan dan kelebihan diri), tetapi
jika ada ‘indikasi dan kebutuhan untuk menyebutkannya seperti untuk
kepentingan pekerjaan dan sebagainya, maka hal itu boleh disebutkan.
Namun jika tidak, maka tidak boleh menyebut-nyebutkan kemampuan diri.
Sebab, hal itu dinilai termasuk perbuatan riya, sikap menganggap diri suci
dan sempurna. Jika orang lain yang menyebutkannya, maka itu layak
baginya. Sedangkan dalam kasus Yusuf as. Yang menyebutkan kemampuan
dirinya, hal itu lebih dikarenakan kebutuhan mendesak(darurat) demi
keselamatan masyarakat umum.

Berdasarkan pada poin di atas menjelaskan pada kita bahwa polemik-
polemik politik, dakwaan yang tidak bersandar, celaan dan fitnah, apalagi perbuatan
negatif seperti kekerasan dalam kampanye pemilihan jabatan politik, maka hal-hal

tersebut tidak diperbolehkan dalam pandangan fikih siyasah. Adapun jika tidak

2 Abi ‘abdillah Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi, Jami 'ul ahkamil qur’an,
Juz 19, h. 390.

26Abi ‘abdillah Muhammad bin ahmad bin abi bakr al-Qurtubi, Jami 'ul ahkamil qur’an,
Juz 11, h. 386.
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mengandung unsur kekerasan atau tindakan negatif lainnya, maka kegiatan

kampanye dibolehkan dalam pandangan fikih siyasah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis dan telah
diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Dalam mekanisme kampanye agar berhasil dan berjalan dengan baik, perlu
adanya persiapan yang matang dari para kandidat dan tim kampanyenya
diantaranya menemukan. serta menetapkan -masalah yang ingin dibahas,
setelah itu menectapkan tujuan yang ingin_dicapai dan selanjutnya yang
terakhir adalah menetapkan strategi kampanye.

2. Menurut Fikih Siyasah meminta jabatan atau dalam istilah zaman sekarang
ini kampanye, hukumnya tidak boleh secara umum. Namun hukumnya
menjadi boleh jika seseorang berada dalam keadaan darurat: Sebagaimana
yang dilakukan Nabi Yusuf as. Beliau memandang bahwa. tidak ada yang
mampu mengemban amanah kemudian beliau melihat hanya dialah yang
memiliki kapasitas dalam urusan itu sehingga beliau memandang bahwa

wajib baginya memintah untuk mengemban amanah tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai penutup izinkan penulis mengemukakan implikasi teoritis dan
praktis sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
a. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan
kampanye ada banyak persiapan yang perlu dilakukan agar

kampanye yang direncanakan berhasil dan berjalan dengan baik.
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b. Mengenai pandangan fikih siyasah terhadap kampanye untuk
jabatan politik ini tidak diperbolehkan secara umum. Namun
hukumnya menjadi boleh saat berada dalam keadaan darurat.

2. Implikasi Praktis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, acuan positif lagi membangun bagi
para pelaku politik, terkhusus pada tinjauan fikih siyasah dan hukum positif.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara
umum yang bergelut dibidang politik, khususnya pada tinjauan Fikih siyasah dan
hukum positif. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi
ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Perbandingan
Mazhab yang ingin mengkaji tentang politik, serta menambah khazanah ilmu
pada-persoalan Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah.

c. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas
persoalan Kampanye Politik dalam perpektif fikih siyasah.

d. Harapan penulis, supaya perlu diadakan kembali kajian-kajian yang membahas

fikih siyasah di tengah-tengah masyarakat.
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